Hukum dan Pembanguran

I"Pendahuluan

Di delam fulisan ini saya akan me-

finjau  bagaimana eksistensi Panitia

 Urusan Plutang Megara (PUPN) vang
tugasnya mengurus penagihan pivtang
negara, sebagaimana diatur dalam Per-
pu No., 49 Tahun 1960,

“Pertu diketahui bahwa pintang ne-

gara itu ada yang ferjadi karena un-
dapgundang dan ada jugs vang ter—;_
jadi karena suatu perjanjian, di m_af;_-'-'
na dalam tulisan ini saya akan mem-
batasi ruang lingkup hanya pada pi- -
terjadi karepa -
suafu perjanjian, dalam hal ini p1utang "

uiaﬂg negara vang

negara yang terjadi dari perjanjian kre~
dit bank. :

Perjanjian kredit bank int merﬁp&
kan suatu perganjian pinjam memin-
jam uvang antara bank sebagsai pemberi
kredit dengan penerima kredit (baik
perorangan mavpun badan hukum).

Bilamana penerima kredit/debitur
tidak memenuhi kewajibannya, dalam
hai ini debitur melakukan wanaprestasi,
sehingga kredit bank tersebut dinyata-
kan macef, maka berdasarkan Perpu
fersebui diatas pengurusannya diserah-
kan kepada PUPN,

Akan tetapi di dalam setiap pesan-
jian kredit bank dijumpail ketentuan
yang secara tidsk {fegas menentukan
bahwa bilamana kredit bank tersebut
sudah dinyatakan macet, maka pengu-
rusannya dimintakan campur tangan
baik Pengadilan Negeri maupun PUPN,
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— H. Ruhulessin

nang me;igurusi masatah piutang ne-
gara fersebut,

11, Eksistensi PUPN.

Sebelum  ferbentuknya  PUPN,
mendahuluinya  berdasarkan Keputus-
an  Penguasa Perang ‘Pusat Kepala
Staf Angkatan Darat No. kpis/peper
puf0241/1958 di :bentuk Panitia Pe-

nyelesalan Piutang - Neoara (PPPN) un-

tuk menagih pluiang negara di mana
dalam keadaan bahaya atau keadaan

. memaksa merupakan alasan bagi Peme-

rintah.untuk mengminakan kedua Pa-
nitiz tersebui secara bergantxan dalam
hal pengamanan i\_euangan negara.

Di dalam memori penjelasan Perpu
No. 49 Tahun 1960 dapat diketahui
bahwa dalam hal ini Pemerintah se-
akan-akan sudah tidak berdaya untuk
menagih - pintang-pintang negara. di-
sebabkan Pemerintah tidak lagi me-
miliki kekuasaan-kekueasaan yang da-
pat dikatakan istimewa dalam pengu-
rusan piltang temsebut seperti vang di-
miliki PPPN.

Sebagaimana diketahai baliwa sebe-
ium berzkhirnya masa berlaku PPPN,
maka Pemerintak telah mengeluarkan
Perpe No. 49 Tahun 1960 fenidng
PUPN. Dengan demikian dapatlah di-
ketzhui bazhwa dalam hal ini Pemerin-
tah terlalu pagi dalam memberikan
gambaran yang kabur dan gelap bagl
daya kera Peradilan Umum untuk
menyelesalkan piutang negara dengan




. Dalam hubungan ini,
cPemerintah ini dari segi politik hukum
;-.acia]ah tidak pada tempatnya. Keadadn

- yanginormal membutuhkan hidupnya

‘kembali lembaga-lembaga negara “atau
-glut-alai perlengkapan negara dengan
‘giuran-aturannya yang normal. Peme-
“rintah harus mencobs untuk memberi-
"=kan skesempatan’ agar peraturan- -per-
»':atur.-,m vang suyogunya diperlukan da-
'-lam keadaan normal hidup sebagaima-
festinya, kecnali dpabila ternyata
“sebaliknya. Apabila=di kemudizn higg
‘benarvterbukii ‘bahwa peraturan-pera-
“turan yang normal ‘tadi - tidak dapat
bergalan, maka tepatlah untuk . me-
mikirkan suata  pemecahan  sesuai
.dengan peraturan-peraturan yang bes-
laku,

Kelemazhan cara yang ditempuh Pe-
merintah ini membawa effek-effek
mental, psikhologis vang tidak me-
pguntungkan bagi pendidikan
rasa _hukum masyarakatf, sebab Peme-
figz:t:ah menunjukkan, kurang wibawa-
nya. : st: bagai - pelaksanaan  hukum”.

‘Mengenal pendirian Pemerintah ter-
sebut, ' di ates, MenterifKetua Mah-
kamah . Agung dan. Menteri Kelakim-
‘an-dengan suratnya tertanggal 3 No-
‘pember: 1964 No. 1.S. 8/86/12 ten-
“tang “Penyelesaian  Piutang Negara,
mengatakan bahwa demi uptule ke-
peatingan Keuangan Negara, maka pe-
.nyelesaian piutacg-piutang negars yang
dzajukan ~kepada Pengadilan Negeri
diberi  perioritas di. atas parkam -per-
kara perdata lainaya.

" Kenyatagnnya PUPN: tidak meﬂ'g~
hiraukan ‘setiap “langkah yang ditem-
puh oleh Pengadilan Megeri dalam ma-
‘galah piutang negara, malahan setlap
“ada penetapan’ Pengadlilan’ Negeri un-
tuk-menunda wakin eksekusi baraﬂg
Jaminan, sama’ sekali’ tidak “digbris
oleh PUPN, di sini dapat dilihat bah-
wa -antara’ Pengadilan® Negen dan
PUPN - tfidak  ada koordinasi ~ dan
kerja sama yang baﬁc dalam menyele—

eyt

CPenuias

“Pétidirian - Pemerintah
di atas dalam prakiek pelak
menunjukkan bahwa PUPN ga]
nangani penagihan  piuia;
Juga mengalami jalap buniu;
pengurusannya seringkali berjal .
sendat-sendat dan jupa tidak . meialm
prosedure yang sebagaimana mestinva
ditentukan dalam Perpu tersebuts Hal
ini biasanya dilakukan PUPN. d& gdn
mwghubun@ atan mengczdakan

cara informal (bukdn mt.ldiul or

Lelang Megara) unfuk membeli bararzg— i
balang Jaminan tersebut,.
ini apakah secara yuridis dap
narkan ataukah tidak, sebab PR
rupakan suatu instansi {’emermi
dak pada tempataya melakuka
demikian, karena hal iu tida
nguntungkan ditinjau dari segl iy
dan segi ekonomis. Karena seringl
ini dipraktekkan PUPN demiop
amanan kevangan negara di - Mg
lam kenyataannya tidak semuany p1—
utang negara ierscbut dapdt dls'

u yang relatip lama, di sini
lihat bahwa pengurusan penadgihan pi-
utang yang prosedurenya bcrbeda b 2
(formal dan informal) hal in
kan PUPN seeara yuridis tidak mémzh—
ki hukum acara (seperti hukum’ acara
pada Pengadilan negeri), Dengan demi-
kian hal ini sudah menunjukkan sku-
rangayz atau  menurunkan - wibawa
PUPN (Pemerintah) sebagai pelaksana—
an hukum -

“Dalam hubunganiya dengan _'
tek PUPN dimaksud sudah munumﬂk—
kan ‘bahwa PUPN- bagaikan suahyba-
dan usaha vang melakukan Legia‘ian :
bussmee deml keuntungan badan US4-

Bertolak dari uraian di atas penddi-
rizn Pemerintah {ersebhut baium/tlddi«
qepcnulmya dapat  diterima, karsna
henyataannya mengundang kontradsiz—

.sr hukam




"-_"klm dapat dsl¢ksandkan Jugd “sali
Slatau grosse “dari pada_ akla hlpot
wdan aKta. notarlﬂ yang mumdkal }\.de
-'“l)cmz Lu.zchian Berdabdrkdn
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sih;:gung kum -jmunangkan utan l-.rt,dltur -rUntu'
um peréata itus RS Copals mmgumgkan ildl'td kekdydan.
~tersebut haruslah, émtd atau éxbeku—'
. kan lebih dulu.. -

“Konstruksi "pengakuan hutang™ini

X .'_t__uju_am]y':;_if;id'ai_z{l_i'iJ.n"{_ﬁk_"iﬁhmpbzt&han?'
“Ran-bahwa Msifat perdata® dari hitang !
- kredit <ini tutap ada Pﬁ,mnma Kredit:
'ymg ‘memenuki purnyataan bersamd

- ind éapdt mdakuk‘m angsuran~angsur—
. '._dn e
'_:_Setclah pmycra.han 'pmtang, mak'a
SPUPN mempunyal: Leéuduian sebag

. _-_3_wa§{i__ yang bertindak atas nama.dan
_kepentingan . Bank. Negara (pemberi
_ _..'kredlt) PUPN: ch Sini mt,mpunyzu Phesoooon
-.pentingan? identik sepern Bank Ne-.

: S -gara :sebagai. pmak yang dmlgﬂczm
‘Selanjutnya i dalam penjelasan pa- . Dalam. menghadapi vang. berhugang,

&k-:pemyataan bersama _
“dengan; pendnggung hu- :
mpunyal Lukuaian pcldksana»

i uatu putusan ha%md daldm




Putang Nesard

ot T F T TV R VaARE melaksan e
“kan WoeWensng-wewenangnya yang ber-
.Slf._lf. hukum publik, Kwalitas ini me-
snempatkan vang berhutsng di by-
wah” - PUPN dan karena it diragu-
kan’apakah permufakatan obyekiip
akanitercepal di dalam bentuk pernya-
taan -bersamaitu.

Keinginan Perpu No. 49 Tahun 1960
antuk tetap menunjukkan bahwa. Vsi-
...___di.‘_pbrny(ifddﬂ bersama’ adulah semau-
cam . pengakuan hulang yang bersifat
__'n.e_:t;l_at__d tidak akan tercapai, Karcna ke
bebisan yang penuh dagd yang berhu-
ldﬂ tidak tenurn;m dalam sistim ini.

E)nldm hubungan ini “lebil diper-
_t_Lgas lagi buhwa i dalam Perpu ter-
sebut. tidak  dijumpal satu pasaipun
yang -moengatur afau member] wewe-
nang kepada PUPN uniuk menetapkan
adanyd dan besarnya piutang menurut
pendapal Panitia fersebut secara sepi-
hak ‘bilamana tiduk tercapai kata se-
ink.dt diantara para pihak atag di da-
lam ]’erpxz tersebut fidak terdupat pe-
rumsan yang mengatur bagaimany ja-
Ian_ keluarnya jika di antara para pihak
tidak tercapai kata sepakat. _

Apabila pernyataan bersama terse-
but tiduk berhasi dibuat karena para
pihak: tidak  dspat  dikompromikan
atavkarcna PUPN sendiri berpendapat
bahwa ternyata pivtungnya belum pas-
e adanya dan besarnyva maka satu-
satunya budan vang berhak menetap-
kan. kepastian. mengenai adanya dan
besurnya piutang. il menurnt hukem
addulsh Pengadilen Negeri, bila para
pihak yang bursangkutan sendiri tidak
berhasil menetapkannya. o

Pada tahap pernyataan bersama
yang disusul dengan surat paksa vang
‘merupakan kewajiban dari penanggung
hutang untuk memenuchinya, di sinilah
PUPN mulai beralih ke Peradilan Ad-
ministrasi Nepara. Bilz hal ini ditentu-
kan nanti di dalam undang-undang ten-
tang Peradilan’ Administrasi Negara,
berarti ‘Peradilan - Administrasi Negara
menerimsas dan memufuclan merkaes

termasuk kompetensi E’mwmﬂ&
geri. :
Hal ini lebih menambah ketidal
an lwkum  yang dlddmbdmn_.
insan, bila diselesaikan melgin
adilan Administrasi Negara.

Di sini kita temukan pujs
dualistis pada iembags PU PN,
puda suaty masa berkwalitas sc,b
"wakil” dan pada masa lain- bL"
litas sebagal “hakim"

ymahi\ah sendi keddildn
adanya sifat-sifat yang duahau
Dengan pnilatm §\zta dapat m
kan jawaban 7y Mengdpa
gai scmang pman ggung huta
dapkan kepada kenyataan, dlfmana
PUPN tersebut dalam suaty saat ¥
bersamaan, matericl -adalah waki
badan-badan hukum perdata milik
gara, akan tetapi formil merupa
fembags yang  memiliki = kekuas
kehakiman. Tidak dapat diadakan’ja-
minan terhadap 'kebebasan’ sebdga.l_
mang yang dijamin oleh hukam pen'n-
Jlan syarat mana mengikat l<<,dud pihak’
scbagal  undangundang, dikaburkan
oleh PUPN sebagai lembaga :.p"efatzn-

an. .

Dengan demikian dapatlah “dikata-
kan bahwa cksistensi PUPN yang ti-
gasnya mengurus piutang negara’ ke-
nyatzannya bertentangan dengah ‘un-
dang-undang No. 14 Tahun 1970 ten-
tang  Keientoan-ketentuzn PokoI\
Keknasaan Kehakiman dan asas keba-
basan berkontrak sebagaimang dltentu-
kan pasal 1338 KUHPerdata,

Sdngat disuyangkan bahwa selami
Ini menurut pengamatan saya, erIm-
dungan haznya diberikan kepada pihak
kreditur, sedangkan kKenyataannva ti-
dak selamanya semua kesalahan itu

berada puda pihak debitur melulu,
‘dalam hal ini bila terjadi kredit ma-

cel, dimapa untuk mengembaulikan-
nya (kredit/pinjuman tersebut), barang

" barang (baik bergerak maupun tdak

bereerak)y vang ditadikan bamiaan R




":':'mcnyanwkut utang~p1utaug negara ha
_{;me chsclasaz arz ag}akah harus melaluf

-'nang Pamua terse’s}ut yvang: sebeiumnya:
o _mempakan fungsz dan wewenang

_'_:I\ekab{xrah' terse:but sehgketa inén_
‘nai masalah utang pmlang TIEZATA V4

- merupakan ruang lingkup hukum per
2 el data, sehamSnya penyeiesamnnya me

1&1\11 Pengadﬂan Nagan






